BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 94 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat serta mempermudah

Mengingat

koordinasi di dalam penyusunan rancangan peraturan daerah
di lingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hulu perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negera Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2754);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 199);

S. Peraturan ...



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daegrah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan
bersama kepala daerah.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Bagian dapat menyusun Rancangan Perda disertai dengan naskah
akademis/penjelasan/keterangan.

BAB ...



BAB III
PENYUSUNAN

Pasal 3

(1) Penyusunan Rancangan  Perda  disertai dengan  naskah
akademis/penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) mengikutsertakan OPD terkait.

(2) Di dalam Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 4
Penganggaran pembiayaan penyusunan Rancangan Perda dan Naskah
Akademis/Penjelasan/Keterangan dianggarkan pada APBD/perubahan
APBD Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu
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H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2017 NOMOR



